
 

 

 
 

 
 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 32 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN 
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SEMARANG, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

d. 

 

 

e. 

 

 

 

bahwa untuk mendukung terselenggaranya layanan 

pendidikan kesetaraan yang bermutu, diperlukan dukungan 

pendanaan yang memadai dan pengelolaan yang transparan, 

akuntabel serta tepat sasaran; 

bahwa Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan 

operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagai 

upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 

pendidikan; 

bahwa agar penggunaan dana bantuan operasional 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan lancar, tertib 

dan dapat dipertanggungjawabkan, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

Mengingat : 1. 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah;  

  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah 

Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 dalam Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2022 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

(1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan 

jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara 

Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP 

Kesetaraan. 



 

 

(2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan peserta didik yang memiliki NISN yang terdata 

pada Dapodik. 

(3) Satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebesar: 

a. Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap 

peserta didik pada program Paket A; 

b. Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 

setiap peserta didik pada program Paket B; dan 

c. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap peserta 

didik pada program Paket C. 

(4) Besaran satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran untuk setiap 

tahun anggaran.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal 13 Oktober 2025 

BUPATI SEMARANG, 

 

ttd. 

 

NGESTI NUGRAHA 

Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 13 Oktober 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

 

ttd. 

 

RUDIBDO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 32 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 

 
 

EVI SUNARIAH 
NIP. 197803082006042004 




